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PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 

 
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 8 TAHUN 2012 
TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang :  a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar 

unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, 

keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 

anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;  

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada 

huruf a Konsideran ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo.  

     

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 

tanggal 14 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahn Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan  dan 

Anggota DPRD Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2005 Nomor 2), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007  Nomor 8); 

29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 

Nomor 10); 

30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13); 

31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22); 

32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2009 Nomor 5); 

33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 6); 

34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam 

Bentuk Dana Bergulir Daerah kepada Kelompok Masyarakat 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 7); 

35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2009 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam 

Bentuk Dana Bergulir Daerah kepada Kelompok Masyarakat 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 8); 
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36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 16); 

37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2011 Nomor 2); 

38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3); 

39. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4); 

40. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5); 

41. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Dana Cadangan PilKada 2013 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2011 Nomor 7); 

42. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2012 Nomor 1); 

43. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 2); 

44. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 7); 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri 21 Tahun 2011; 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 
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47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2012. 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO 
dan 

WALIKOTA PROBOLINGGO 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 

 
Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula 

berjumlah Rp. 568.041.790.684,29 bertambah sejumlah Rp. 35.973.751.535,63 

sehingga menjadi Rp. 604.015.542.219,92 dengan rincian sebagai berikut : 

(1) Pendapatan : 

a. Semula     Rp. 568.041.790.684,29 

b. Bertambah    Rp.   35.973.751.535,63 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  Rp. 604.015.542.219,92 
 

(2) Belanja : 

a. Semula     Rp. 597.984.283.867,29 

b. Bertambah    Rp.   48.983.246.167,48 

Jumlah Belanja setelah Perubahan   Rp. 646.967.530.034,77 

(Defisit) setelah Perubahan    Rp. (42.951.987.814,85) 
 

(3) Pembiayaan : 

a. Penerimaan : 

1) Semula    Rp. 31.692.493.183,00 

2) Bertambah    Rp. 13.509.494.631,85 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 45.201.987.814,85 
 

b. Pengeluaran : 

1) Semula    Rp. 1.750.000.000,00 

2) Bertambah    Rp.    500.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.   2.250.000.000,00 
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 42.951.987.814,85 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.  0,00 
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Pasal 2 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah : 

1) Semula    Rp. 60.446.049.225,29 

2) Bertambah    Rp.   5.222.786.928,63 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 65.668.836.153,92 
 

b. Dana Perimbangan :   

1) Semula    Rp. 435.059.077.888,00 

2) Bertambah    Rp.   15.066.797.491,00 

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 450.125.875.379,00 
 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah :   

1) Semula    Rp. 72.536.663.571,00 

2) Bertambah    Rp. 15.684.167.116,00 

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan                  

Rp.  88.220.830.687,00 
 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah :  

1) Semula    Rp. 10.831.384.000,00  

2) Bertambah    Rp.      512.066.000,00 

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 11.343.450.000,00 
 

b. Retribusi Daerah : 

1) Semula    Rp. 8.986.356.467,00 

2) Bertambah    Rp. 1.144.178.600,00  

Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan   Rp. 10.130.535.067,00 
 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan : 

1) Semula    Rp. 953.354.158,29 

2) Bertambah                   Rp.   80.002.808,37 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah  

perubahan Rp. 1.033.356.966,66 

 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :   

1) Semula    Rp. 39.674.954.600,00 

2) Bertambah    Rp.   3.486.539.520,26 

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan                       

Rp. 43.161.494.120,26 
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pendapatan : 

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak : 

1) Semula    Rp. 34.641.644.888,00 

2) Bertambah    Rp. 15.066.797.491,00 

Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan         

Rp. 49.708.442.379,00 

 

b. Dana Alokasi Umum : 

1) Semula    Rp. 367.601.263.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)  Rp.             -                     

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 367.601.263.000,00 
 

c. Dana Alokasi Khusus : 

1) Semula    Rp. 32.816.170.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)  Rp.               -               

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 32.816.170.000,00 
 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah : 

1) Semula    Rp. 1.106.468.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)  Rp.             - 

Jumlah pendapatan hibah  setelah perubahan  Rp. 1.106.468.000,00 

 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya : 

1) Semula    Rp. 32.510.893.531,00 

2) Bertambah                Rp.   2.825.784.156,00 

Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya setelah perubahan   Rp. 35.336.677.687,00 

 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : 

1) Semula    Rp. 30.873.272.040,00 

2) Bertambah                        Rp. 12.808.382.960,00                             

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan              

Rp. 43.681.655.000,00 
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d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya : 

1) Semula    Rp. 8.046.030.000,00 

2) Bertambah    Rp.      50.000.000,00 

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah 

lainnya setelah Perubahan Rp. 8.096.030.000,00 

 
Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung : 

1) Semula    Rp. 311.677.626.102,29 

2) Bertambah    Rp.   15.441.163.157,05 

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 327.118.789.259,34 
 

b. Belanja Langsung   

1) Semula    Rp. 286.306.657.765,00 

2) Bertambah    Rp.   33.542.083.010,43 

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 319.848.740.775,43 
 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah :   

1) Semula    Rp. 289.141.496.275,29 

2) Bertambah    Rp.   11.689.283.157,05 

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 300.830.779.432,34 

 
b. Belanja Hibah : 

1) Semula    Rp. 15.114.737.000,00 

2) Bertambah               Rp.   1.634.380.000,00 

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 16.749.117.000,00 
 

c. Belanja Bantuan Sosial : 

1) Semula    Rp. 5.924.463.000,00 

2) Bertambah    Rp. 1.917.500.000,00 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan  Rp. 7.841.963.000,00 
 

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Desa : 

1) Semula    Rp. 625.722.777,00 

2) Bertambah/(berkurang)  Rp.            - 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Desa setelah perubahan  Rp. 625.722.777,00 
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e. Belanja Tidak Terduga : 

1) Semula    Rp. 871.207.050,00 

2) Bertambah    Rp. 200.000.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 1.071.207.050,00 

 
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai :   

1) Semula    Rp. 54.742.547.602,00 

2) Bertambah    Rp.   4.592.304.793,71   

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 59.334.852.395,71 

 
b. Belanja Barang dan Jasa : 

1) Semula    Rp. 153.310.978.076,00 

2) Bertambah    Rp.   18.255.591.781,00 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.171.566.569.857,00 

 
c. Belanja Modal : 

1) Semula    Rp. 78.253.132.087,00 

2) Bertambah    Rp. 10.694.186.435,72 

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 88.947.318.522,72 

 
Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah : 

1) Semula    Rp. 31.692.493.183,00 

2) Bertambah    Rp. 13.509.494.631,85 

Jumlah penerimaan setelah Perubahan  Rp. 45.201.987.814,85 
 

b. Pengeluaran sejumlah :  

1) Semula    Rp. 1.750.000.000,00 

2) Bertambah    Rp.    500.000.000,00 

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan  Rp. 2.250.000.000,00 

 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari jenis 

pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SILPA) Tahun 

Anggaran sebelumnya sejumlah : 

a. Semula     Rp. 31.692.493.183,00 

b. Bertambah    Rp. 13.509.494.631,85 

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan                 

Rp. 45.201.987.814,85 
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan : 

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah : 

1) Semula     Rp. 1.500.000.000,00 

2) Bertambah     Rp.    500.000.000,00 

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan                

Rp. 2.000.000.000,00 
 

b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah : 

1) Semula     Rp. 250.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)  Rp.             - 

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah 

perubahan  Rp. 250.000.000,00 
 

Pasal 5 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi SKPD; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan 

Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan; 

7. Lampiran VII Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas; 

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir 

tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya; 

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah. 
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Pasal 6 
Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran 

pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

 

Pasal 7 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. 

 

 

Ditetapkan di   Probolinggo 

pada tanggal 14 September 2012 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 
Ttd, 

H. M. BUCHORI 
 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal   14  September  2012  

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19570425 198410 1 001 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 8 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

AGUS HARTADI 
Pembina Tingkat I 

NIP. 195660817 199203 1 016 


